. WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

o PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN
LAPANGAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengir'_lgat -

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMA’I‘ TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKQOTA SINGKAWANG,

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan

pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
serta penanganan piutang Pajak ‘Bumi dan Bangunan

Perdesaan - dan Perkotaan, perlu  dilaksanakan

- identifikasi data piutang dengan penelitian lapangan atas

. "objek dan subjek Pajak Bumi-dan Bangunan Perdesaan _
" dan Perkotaan, _ '

. berdasarkan perumbangan sebagalmana dimaksud
- .dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
~tentang’ Petunjuk Teknis  Identifikasi Data Piutang

Dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Republik
_ _Indonesna. Tahun 1945; .

. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2001 tentang
- Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran: Negara &

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4 119);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

“Lembaran Negara Repub_lik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor - 23 Tahun - 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
“Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
" Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
‘telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

‘Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara - Republik -
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); :



| Menectapkan

5. Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang

Administrasi Pemerintahan {(Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indongsia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang

Jenis Pajak Dersh Yang Dipunpgut - Berdasarkan
~ Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Waijib Pajak (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153});

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan - Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak

Dacrah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Smgkawang
Nomor 23), -

- 9, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tcntang Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotasn

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor

S, ’I‘ambahan Lembaran Daerah Kota Smgkawang Nomor

38);: ) :
- 10, Pemturan Daerah Nomar '3 Tahun 2{}16 tentang
- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

{Lembaran Dgerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor
51) -

2 MEMUTUSKAN

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN
LAPANGAN DATA OBJEKM DAN SUBJEK PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,

BAB1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

. Dalam Peraturan Walxkota. 1m, yang dnnaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Smgkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah - sebagai
unsur penyeicnggara Pemerintahan = Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemermtahan yang
menjadi kewenangan otonom.

3. Walikota adalah Walikota Smgkawang.

4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota
' Singkawang. '
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daereh



. Unit Pelaksana Teknis Paj&k Daerah yang selanjumya_“- |

disingkat UPT Pajak Daerah adalah Unit Teknis Pajak
Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota .

Singkawang,
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pfrkotaan, -

yang selanjuinya disingkat PBB P2, adalah psjak atas
bumi danfatau bangunan yang dimiliki, dikuasai

dan/atau dimanfantkan olch orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

. perkebunan perhutanan dam. pertambangan

10,

11
 disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang

Data adalah data PBB P2 yang terdapat dalam basis
data PBB p2.

: qutang adalah Piutang PBB PQ ya.ng tedapat dalam

basis data PBB P2.

‘Surat Pemberitahuna Pagak Terutang, yang selanjuinya

disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya. PBB P2 yang terutang -

Xkepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjumya

 menentukan besarnya Jumlah pokok pajak yang

12,

terutang.
Surat Tagihan Pajak Dacrah , yang selanjumya disingkat

. STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
- dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau

13.

14,
- selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran dari

denda.
Surat Pemebritahuan Objck Pajak yang sclanjutnya

-disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib

Pajak untuk melaporakan data Subjek dan Ohjek PBB
P2 sesuai ketentuan peraturan pemndang—undangan
perpajakan daerah. -

Lampiran - Surat Pemberitahuan Ohbjek Pajak yang

SPOP yang menjndi satu sesatuan dengen SPOP dusz -

| apabtla objek pajak meliputi bangunan

- BABTI

IDEN'I‘IFIKF&SI DATA PIUTANG PBB P2 _

'm
@

3

. Pagal 2

Dalam rangka pclaksanaan kegmtan pendata.an, Badan N
wajib melaksanakan identifikasi data plutang PBB P2.

Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Bidang yang tugas dan_
fungsinya dibidang pemungutan PBEBP2.

identifikasi data piutang PBB P2 sebagaimana

' dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penelitian =

Japangan untuk mencocokan data pada basis da_ta PBB = |

PP daneran folta Af lananoean
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Pasal 3

Peneht:an lapangan dapat dﬂakukan terhadap data
individual maupun data kolektif.

‘Penelitian lapangan individual dilakukan terhadap data

ketetapan Bulku 3, Buku 4 dan Buku 5 dengan
menggunakan Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang
Individual. '

Peneitian iapangan kolektif dilakukan terhadap datn
ketetapan Buku 1 dan Buku 2 dengan menggunakan
Formulir Hasil Identifikasi Data Piutan Kolektif.

Bentuk Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang
Individual dan Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang
Kolektif sebagaimnana dimaksud pada ayat (2} dan ayat
{3} tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Penelitian lapangan dilakukan oleh Petugas yang
ditunjuk oleh Kepala Bidang yang tugas pokok dan
fungsinya dibidang pemungutan PBEB P2 pada Badan.

Hasil Penelilian lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) dan (3} dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Identifikasi Data Piutang dengan melampirkan Formulir
Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang.

Pasal 4

Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang
Individual diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh
petugas dan ditandatangani oleh Petugas, Wajib
Pajak/Kuasanya dan diketahui Lurah setempat.

Dalam Hal Wajib Pajak tidak  ditemukan,
Penandatanganan Laporan Hasil Identifikasi Data
Piutang Individual dapat dilakukan oleh :

a. Ketua RT setempat

h. Ketua RW Setempat; dan

- ¢. Petugas lapangan Kelurahan

&)

S

2

Formulir scbagaimana dimaksud pada ayat (1}
divalidasi oleh Kepala Bidang pada Badan yang tugas
pokok dan ﬁmgsmya dibidang PBD P2,

‘Pasal 5

Formulir Laporan Ha.sil Identifikasi Data Piutang
Kolektif diisi denganjelas, benar dan lengkap oleh

petugas, ditandatangani oleh petugas dan disetujui -
Lurah setempat. '

Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
divalidasi oleh Kepada Bidang pada Badan yang tugas
pokok dan fungsmya dibidang PBB P2



(1)

(2}

Pasal 6

Hasil identifikasi data piutang PBB P2 dﬂdamﬁkasikan ke

dalam kategori:

a. SPPT PBB P2 benar dan sesuai dengan 1denbﬁlmm data di
lapangan;

b. SPPT PBB P2 tidak ada objek PBB P2 nys;

c. SPPT PEB P2 ganda/ double;

d. SPPT PBB P2 tidak _]elas, tidak dxketahm nams dan[atau
alamat subjek pajaknya;

e. Subjek Pajak pada SPPT PBB P2 tidak sesuai/tidak benar
dengan identifikasi data lapangan;

f. Objek Pajak pada SPPT PBB P2 dikecualikan scbagai objek
PEB P2 sestiai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g£. SPPT PBE P2 disengketakan penetapan FBB nya; dan

h. Objek Pajak pada SPPT PBB P2 tidak sesuai/tidak benar
dengan identifikasi data lapangan.

Pctugas wajib mengklasifikasikan identifikas] data dcngan
fakta di lapangan ke dalam kategori sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}.

BABII[

TINDAK LANJUT HASIL IDENTIFIEASI DATA PIUTANG

- DENGAN PENELITIAN LAPANGAN
| Pasal7

Hasil identifikasi data piutang dengan penelitian hpangnn atas
objek dan subjek PBB P2 menjadi dazar kebijakan bagi Badan

dalam menangani piutang.

(1)

(2

3

Paaala'

Apabila hasil 1denhﬁka31 data plutang masuk ke dalam
kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal {1} huruf

'a, maka Badan melaksanakan penagihan akdf sgestai

ketentuan peraturan perundang-unidangan perpajakan dacmh
Apabila hasil identifikasi date piutang masuk ko dalam
kategori sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 6 ayat (1) huruf b .
dan huruf ¢, maka Badan membatalkan ketetapan dan
menghapus data objek pajak dan subjek pajak dari basis data -
PBEB P2.

Apablla hasil identifikasi data piutang masuk ke dalam
kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf -
d, huruf f dan huruf g, maka Badan mcmbatanmn ketetapan
PBB P2.



{4) Apabila hasil identifikasi data piutang masuk ke dalam
kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e
dan huruf h, maka Badan melaksanakan pembetulan data
objek pajak dan subiek pajak serta ketetapan PBEB P2 sesuai
fakta di lapangan. :

Pasal 9

{1) Pcmbctulan ketetapan sebagannana dimaksud dalam Pasal &
~ ayat {4) dilakukan dengan pengisian SPOP/LSPOP acsual
| ketentuan peraturan penmdang-undangan.
(2) Pembetulan atas data kolektif dilakukan berdasarkan Berita
- Acara Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif yang
ditandatangani coleh Petugas dan Lurah setempat dengan
dilampirkan SPOP/ LSP()P kolektif.

Pasal 10

(1} Pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasa] B
ayat (2) dan ayat {3) dapat dijadikan dasar untuk mengusull«:an

. penghapusan piutang PBB P2,
(2) Penghapusan piutang PBB P2 sebagaimsna dimaksud pads -
ayat (1) diusulkan oleh Badan kepada perangkat dasrah yang .
tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan keuangan :

" BABIV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 11

Standar Operasional Prosedur Tdentifikasi Data Piutang dengan
Penelitian Lapengan Daia Objek dan Subjek PBB P2 diatur lebih

1anjut oleh Kepala Badan.
BARV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

: iatilah Satuan Ketja Pcrangkat Dacrah yang terka:t
‘dengan Identifikasi Data Piutang dan Penelitinn Lapangan Data
- Objek-dan Subjek FBB F2 mengikuti kebljakan daerah dibidang

penataan kelembagaan



BAB Vi _
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
~orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan.
Wahkota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Slngkawang

Ditetapkan di Singkawarng

pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,
' ttd o
TJHAI CHUI MIE

_ __Diundangkén di Singkawang
-Pada tanggal 2 April 2018
' Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd
BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004



Lampiran : Peraturan Walikota Singkawang
Nomor : 19 Tahun 2018
Tangga : 2 April 2018

Tentang : Petunjuk Teknis Identifikasi Data
. Piutang Dengan Pencliian Lapangan
Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan

bangunan Perdesaan dan Perkotaan

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

e
- A, FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK
PBB-P2 INDIVIDUAL

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 INDIVIDUAL

NOMOR: ccvvevenrarocssorcosecnsanss

Berdasarkan Surat Tugas NOmoOr .....coooireireiiiiieeeec e tanggal ...........
telah dilakukan pendataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PBB-
P2 dari tanggal ........ccevueveee. sampai dengan tanggal .........cceceeeeees dengan uraian
sebagai berikut :
I. DATA KETETAPAN

a. NOP

b. Subjek Pajak

c. Alamat Objek Pajak

d. Luas Bumi

e. Luas Bangunan

f. PBB Terutang

II. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan klasifikasi kategori sebagai berikut :

SPPT PBB-P2 benar dan sesuai dengan identifikasi data dilapangan
SPPT PBB-P2 tidak ada objek PBB-P2 nya
SPPT PBB-P2 ganda /double

SPPT PBB P2 tidak jelas, tidak diketahui nama dan/atau alamat
| subjek pajaknya

5.| Subjek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan
identifikasi data lapangan

6. Ob_}ek Pajak pada SPPT PBB-P2 dikecualikan sebagai objek PBB-P2
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

7.| SPPT PBB-P2 disengketakan penetapan PBB-nya

8.| Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 tldak sesuai /tidak benar dengan
identifikasi data lapangan

S| N -




Maka berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi data piutang objek dan
subjek PBB-P2 seria deieksi lapangan terhadap objek dan sub3ek PBB-P2 '
NOP tersebut masuk dalam kategori: _

Al EESIMPULAN DAN USUL

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan NOP  tersebut
masuk ke dalam Kategori ......ccoviveecvrrmeeseineneniocamciorminninessessessersssssssemsseesses y
maka berdasarkan hal tersebut usulan tindak lanjutnya adalah:

1 | Melaksanakan penagihan aktf sesuai ketentuan - pemturan
perundang-undangan perpajakan dacrah.
2 | Membatalkan ketetapan dan menghapus data objek pajak dan subjek
pajak dari basis data PBB-P2.
3 | Membatalkan ketetapan PBB-P2. T
4 | Melaksanakan pembetulan data objek dan suh_;ek serta ketetapan
sesuai fakta di lapangan
o o * [sidengan tanda "V
. ' Singkawang,
Wajib Pajak/Kuasa Petugas Peneliti I,
NIP ...t
Petugas Peneliti I1,
1 13 SN
Mengetahui
Lurah - Kepala Bidang
' PBE dan BPHTB.




Lampiran 1 .
Kerangka acuan kegiatan pendataan objek dan subjek PBB-P2 melaiul xdenﬂﬁlmm data

piutang PBB-P2 dan penelitian Japangan data objek dan subjek PBB-P2.

LAPORAN HAST, PENDATAAN DAR IDENTIFIRALT DATA PIUTANG
OBJER DAR SUBJEN PEB-P2

-
’OHORO FESERRNAENFSARRERLARARAARApSnvgayTY

Berdasarkan Surat Tugas Nomor .........cccveverreorenss tanggal .cciciiecennnn. telah
dilakukan pcndataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PEB-P2 dari tanggal
ARSI M A pdevipurn mwl dm@n tmgml Fl’!.....v!' '''''' dmgan m &m‘ mik‘lt‘ -

L DHMUX

&8 o

Moo

NOP :
Subjek Pajak ' :
Alamat Objek Pajak :
Kelurahan :
Kecumatan :
Luas Bumi
Luas Banigunan :
Piutang PBB 20xx

Piutang PBB < 20xx

(3

II. DASAR HURUM

1.
2.

Peraturan Dacrah Kola Singkawsnpg Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Dacrah

Peraturan Dacrah Kota Singkawang Nomor 9 Tahun 2013 tenlang Pajak Bumi
dsn Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. |

1. HASIL PENELITIAN .
Berdasarkan hasil pendatnan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PBB seria
deteksi lapangan terhadap objek dan subjek PBB-P2 dipercleh basil sebagai berikut:

SFPT PBB-F2 yang benar dan seauai dengan identifikasi dats di Lapangan.

SPPT PBB-P2 yang tidak teridentifikasi/ Gaak ada objck PEB-I2 nya.

SPPT PBR-P2 yung peneigpan PBI3-P2nya ganda /double

SPPT PBB-P2 vang tidak jelas/tidak diketahui nama dan/atau alamat sub;ck
pajaknya.

SPPT PBB-P2 yang Subjek Pajak tidak sesuai/tidak bepar dengan adcnnﬁkam
data lapangan.

1
2
3
4
5
6

SPPT PBB-P2 yang Objek Pajaknya dikecualikan scbagai objek PBB-P2 sesuai j-
peratiran dacrah.

-]

SPPT PBB-P2 yang bermasalah dan/atau disengketakan penetapan PBB-nya.

s

SPPT PBB-P2 yang Objﬂk Pajaknya tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi
data lapangan.




IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kcs:mpulan
Berdasarkan pendataan dan venfikam data, maka NOP tersebut di atas
termasuk jenis kategori |
Yaitu:....,-........u-u.."............; -------------- PErYrrEA A dcmmacrvasRALER S [ R, P YTr
2. Usul

1 | bilaksanakan Penagihan Aktif,
2 | Dilakukan Pemutakhiran data objek dan subjek PBB,
3 | Dilakukan Pembatalan data Ob_]Ek dan subjek FBB dan/atau ketetapan

PBB-F2.
4 | Dilakukan Pembetulan data objek dan subjek PBB-P2.
B | rirrerrrnnsiiesennanrreeeensn e reerenansasers
Singkawang,
Wajib Pajak/Kuasa Petugas Penelii ],
NIP (. ciirrcsarens
Petugas Peneliti 1,
NIP crvinniistioieinen,
‘Mengetahui
Lurah Kepala Bidang
PBB dan BPHTB -

NIP TR RSV E R RN NEABASARA LSS



B. FORHUL!R H!ASIL IDEHT’IFIKABI DATA PIUTANG DBJEK DAN sun.!m: PBB-P2 KDLEITIF

' FORH!UIIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTAN a OBJEK DAN SUBJ‘EK PBB-P2 KOLEKTIF

Homni lll.lill ll l‘i’ll'ﬂllill‘l"i'ﬁlll BesARRreaRSIUNERSR ‘Il.l

KECAMATAN

RELURAHAN : _ . : =
‘ ) NAMA ALAMAT - LUAB o i EATEGORI
O | ¥OF | waJIBPAJAK | OBJEX PAJAK | BUMI | BARGUNAN | "o CTAPAN 9373 T416]6(7]8
Heterangan Kategorl: -
1 | SPPT PBB-~-P2 vang benar dan sesuai dengan identifikasi data di Lapangan,
2 ' SPPT PBB-P2 vang tidak teridentifikasi/tidak ada cbjek PBB-P2 nya,
3 ; SPPT PBBE-P2 yvang penctanan PBB-P2nya ganda /double
4 | SFPT PEB-P2 vang tidak jelas/tidak diketahui nama deni/atau alamat subjek pajaknva.
5 | SPPT PEB-F2 vang Subjek Pajak tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasl data.
6 | SPPT PBB-P2 yang Objek Pajaknya dikecuslikken sebagai objek PBB-P2 sesuai perafuran daerah.
7 | SPPT PEB-P2 vang bermasalah dan/ateu disengketakan penetapan PBB-nya.
8 jSPPT PBB-EQ vang Objek Pajalmya tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan,
| | Singkawang, ......... retesesaresrieenserresnnins s
‘Mengetahui, Menyetujui, _ _ :
Kepala Bidang PBB den BPHTB Lurah Petugas Penelitl 1, Petugas Peneli

mPl ............ dinpanariise bebrdaemdannt NIPI ...... IS XN LY LI RN NTE Y YY) mP’ llllllll (LD IR L L LELE TR NN L] NIP‘ st hnd -



LAPORAN HASIL PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2
KECAMATAN  :
KELURAHAN  :

NO} NOP | NAMA WAJIB ALAMAT LUAS KETETAPAN | PIUTANG KATEGORI KET
- - PAJAK OBJEK PAJAK BUMI | BANGUNAN 20XX >20XX 112| 3 5l&7]|8
JUMLAH

Keterangan Kategori ¢

1.{ SPPT PBB-P2 vang benar dan sesuai dengan identifikasi data di lapangan
2.| SPPT PBB-P2 vang tidak teridentifikasi/tidak ada objek PBB-P2 nya.
3.1 SPPT PBB-P2 yang penetapan PBB-P2 nya ganda/double. .
4.| SPPT PBB-P2 yang tidak jelas/tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya.
5.| SPPT PBB-P2 vang Subjek Pajak tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data.
6.! SPPT PBB-P2 vang Objek Pajaknya dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai peraturan daerah,
7.1 SPPT PBB-P2 yvang bermasalah dan/atau disengketakan penetapan PBB-nya.
8.| SPPT PBB P2 vang Objek Pajaknya tldak sesualj tidak benar dengan identifikasi data Iapangan
: SiNgKAWAINE, ..vvveeriereremrarmsiicaesrarrarens
Mengetahui Menyetujui.
Kepala Bidang PBB dan BPHTB Lurah Petugas Peneliti |, Petugas Peneliti II,
NIP.. e ceirriiereereceirsenannsenes NIP.ooiiirenneriecnsisennss - NIPGns NIP.. e,
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004



